KABUPATEN BADUNG

KEPUTUSAN PERBEKEL BUDUK
NOMOR 155 TAHUN 2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA DOMAIN DAN ALAMAT EMAIL RESMI
PEMERINTAH DESA BUDUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL BUDUK,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan transparansi,

Mengingat

akuntabilitas, peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas
layanan penyediaan informasi bagi masyarakat dalam
rangka mendorong good government, maka dipandang perlu
melakukan peningkatan kualitas pengelolaan Domain dan
email resmi Website Pemerintah Desa Buduk;

b. bahwa untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan
Domain dan email Website Pemerintah Desa Buduk, maka
dipandang Perlu menetapkan nama domain dan alamat
email resmi dengan Keputusan Perbekel;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Perbekel tentang Penetapan Nama Domain dan Alamat

Email Resmi Pemerintah Desa Buduk.

1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1655);



Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11
Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4846);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor
189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5348);



10.

11.

12.

13.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6
tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun
2014 tentang dana Desa yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5
Tahun 2015 tentang Registrasi Nama Domain Instansi
Penyelenggara Negara;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis
Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Keputusan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Pengembalian Peristilahan sebutan Perbekel, Dusun dan
Kepala Dusun

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun
2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor 8);



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

14. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun
2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2015 Nomor
1);

15. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2017 tentang
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Lembaran Desa Buduk Tahun 2017 Nomor 02);

16. Peraturan Desa Buduk Nomor 03 Tahun 2018 tentang
Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul Dan
Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Buduk

Tahun 2018 Nomor 10);

MEMUTUSKAN:

Nama Domain Website Pemerintah Desa Buduk dan Alamat
Email Resmi Pemerintah Desa Buduk sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dengan Keputusan ini.
Domain sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
merupakan alamat resmi website Pemerintah Desa Buduk
yang berfungsi sebagai media pelayanan informasi dan
promosi.
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 18 Nopember 2022




LAMPIRAN
KEPUTUSAN PERBEKEL BUDUK

NOMOR : 155 TAHUN 2022
TENTANG : PENETAPAN NAMA DOMAIN DAN ALAMAT EMAIL RESMI
PEMERINTAH DESA BUDUK
NO NAMA NAMA DOMAIN/SUB DOMAIN ALAMAT EMAIL RESMI
1. | Desa Buduk www.buduk.desa.id info@buduk.desa.id

Ditetapkan di Buduk
pada tanggal 18 Nopember 2022




